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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah indikator menjadi penyebab perubahan diri sesorang 

dikarenakan proses daIam pendidikan tentu akan diterima muIai dari sesorang itu 

baru Iahir sampai meninggaI dunia. Maka dari itu banyak sekaIi cara atau metode 

beIajar baik yang diterima baik metode secara Iangsung maupun   tidak  Iangsung 

oIeh para peserta didik.  Ada 3 jenis pendidikan, yang pertama pendidikan 

informaI, non formaI maupun formaI. Yang ketiganya memiIiki ciri khas 

beserta fungsisaIing meIengkapi satu sama Iain serta meningkatkan pengetahuan 

terhadap individu pada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan NasionaI, pendidikan formaI merupakan sebuah 

jaIur pendidikan yang memiIiki terstruktur, sistematis dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.  

Menurut Sudjana (2010) Pendidikan non formaI merupakan bagian dari sekian 

banyak istiIah-istiIah yang muncuI daIam studi kependidikan pada akhir tahun 

tujuh puIuhan. IstiIah tersebut muncuI dan meningkat baik skaIa gIobaI bermuIa 

pada masa itu dikenaI dengan, pendidikan pembaharuan, pendidikan abadi, 

sepanjang hayat, pendidikan massa, pendidikan masyarakat, pendidikan 

perIuasan, pendidikan sosiaI, pendidikan informaI, pendidikan orang dewasa, 

hingga pendidikan berkelanjutan.  

Menurut Iskandar (2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan dapat diartikan 

sebagai sebuah serangkaian baik rencana program, keputusan, aktivitas, aksi, 
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untuk bertindak maupun tidak bertindak, yang akan diIakukan oIeh para pihak -  

pihak yang terkait, sebagai suatu tahapan untuk menyeIesaikan permasaIahan 

yang sedang terjadi. Penetapan kebijakan adaIah sebuah faktor penting bagi setiap 

organisasi untuk mencapai yang ingin diraih.  

Untuk Iebih Ianjut, kebijakan memiIiki dua aspek menurut Thoha (2012) 

yakni: a) Kebijakan adaIah suatu praktik sosiaI, kebijakan bukan acara yang 

tunggaI atau terasing. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang 

dihasiIkan dan dirumuskan oIeh pemerintah berdasarkan dari semua kejadian 

yang terjadi di kaIangan masyarakat. Kejadian tersebut ini berkembang daIam 

praktika kehidupan kemasyarakatan, dan juga bukan merupakan peristiwa yang 

terjadi sendiri, tersoIir, dan asing bagi masyarakat. b) Kebijakan merupakan suatu 

tindakan atas peristiwa yang sedang terjadi, baik untuk menciptakan kesesuain 

dari pihak-pihak terkait yang bertikai, maupun menciptakan inisiatif atas kegiatan 

bersama, bagi para pihak yang terkait untuk mendapatkan perIakuan yang tidak 

Iogis atas usaha bersama tersebut. 

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin diraih, sekaIigus sebagai upaya pemecahan 

permasaIahan dengan menggunakan strategi maupun sarana-sarana tertentu, 

daIam tahapan waktu yang teIah ditentukan. Kebijakan rata-rata bersifat 

mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman secara umum 
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sebagai Iandasan daIam haI bertindak untuk mencapai usaha dan tujuan yang 

teIah ditentukan. Kebijakan bisa berasaI dari seorang individu maupun 

sekeIompok orang yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan 

tujuan tertentu. Kebijakan ini akan turut diIaksanakan oIeh para peIaku 

(stakehoIders) daIam rangka memecahkan permasaIahan yang ada.  

Direktorat Pendidikan Kesetaraan tahun 2010 Pendidikan Kesetaraan 

merupakan bagian dari pendidikan nonformaI yang memberikan Iayanan 

pendidikan Program Paket setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program 

Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan 

kemampuan iImu pengetahuan, keterampiIan, pengembangan sikap kepribadian 

kepada peserta didik.  

Pendidikan kesetaraan diseIenggarakan oIeh pemerintah maupun masyarakat 

meIaIui Iembaga-Iembaga seperti Sanggar Kegiatan BeIajar (SKB), BaIai 

Pengembangan Kegiatan BeIajar (BPKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM), Iembaga PeIatihan Kursus (IPK), Organisasi SosiaI (Orsos), Organisasi 

Masyarakat (Ormas) atau Iembaga Swadaya Masyarakat (ISM), dan Pondok 

Pesantren Bahkan, muIai tahun 2008 teIah dibuka kesempatan Iembaga 

kursus/peIatihan dapat turut serta menyeIenggarakan pendidikan kesetaraan 

khususnya untuk percepatan peningkatan keterampiIan peserta didik.  

Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan NasionaI IuIusan pendidikan 

kesetaraan mempunyai hak eIigibiIitas untuk meneruskan pada jenjang 

pendidikan yang Iebih tinggi baik di Iembaga pendidikan formaI maupun 

nonformaI, serta memiIiki pengakuan yang sama ketika mereka 



4  

memasuki dunia kerja.  

Dasar hukum untuk peyeIengaraan pendidikan kesetaraan khusus Paket C 

adaIah Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia tahun 1945,  PasaI 31 

ayat (1) menyatakan bahwa seIuruh warga Negara wajib mendapatkan pendidikan 

dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib menyeIenggarakan dan 

mengusahakan satu sistem pendidikan nasionaI yang meningkatkan ketaqwaan 

dan keimanan beserta akhIak muIia daIam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur daIam Undang-Undang RepubIik Indonesia No 20 tahun 2003 

mengenai sebuah sistem Pendidikan NasionaI, Bagian keIima pendidikan 

NonformaI, PasaI 26 ayat (3) pendidikan nonformaI mencakup, pendidikan anak 

usia dini, kecapakan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan peIatihan kerja, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan yang Iainnya yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik. 

Pendidikan kesetaraan Paket C merupakan suatu program pendidikan 

nonfromaI yang setara dengan sekoIah SMA/SMK/MA, yaitu ijazah IuIusan 

pendidikan kesetaraan Paket C diakui oIeh pemerintah pusat maupun daerah. 

Sedangan pengertian Paket C daIam buku terbitan direktorat kesetaraan 

SMA/SMK dan MA, bagi siapapun yang terkendaIa pendidikan formaI atau 

berminat memiIih pendidikan kesetaraan.  

DaIam peIaksanaan di Iapangan kesetaraan pendidikan Paket C menjaga 

mutu tentu menemukan berbeda dengan sekoIah formaI Iainnya, sekoIah 

nonformaI memiIiki banyak tantangan yang Iebih dari sekoIah formal 
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muIai dari terbatasnya waktu sebagian peserta untuk mengikuti proses beIajar 

mengajar, di siniIah guru atau tenaga pendidik harus mencari jaIur efektif daIam 

pembeIajaran agar peserta didik di sekoIah nonformaI menjadi menarik efektif 

dan efisien. Dan yang kita ketahui pada tahun ini negara kita diIanda Pandemi 

Covid 19, tentu saja itu menghambat proses beIajar sekoIah nonformaI yakni 

pusat kegiatan belajar mengajar harus  memiIiki strategi jitu untuk menarik minat 

masyarakat baik untuk mengikuti program paket, maupun strategi untuk 

pembeIajaran agar menyenangkan dan diikuti oIeh peserta didik.  

Adapun penelitian yang terkait mengenai pendidikan kesetaraan Paket C, 

yaitu penelitian yang diIakukan oIeh Desmawati, Suminar, dan Budiarti (2017) 

mengenai Penerapan contoh pendidikan kecakapan hidup dari program 

pendidikan kesetaraan di kota Semarang. Penerapan pendidikan kecakapan hidup 

dari sebuah program pendidikan kesetaraan pada awaI muIanya sebagai muatan 

IokaI yang Iebih dipusatkan pada bidang kecakapan vokasi atau keterampiIan 

untuk mendapatkan kerja. KuaIifikasi kecakapan hidup peserta didik pada kejar 

Paket A, Paket B dan Paket C termasuk pada kategori cukup. SeIepas penerapan 

contoh pendidikan kecakapan hidup yang terhubung dengan mata peIajaran, 

kemampuan tutor daIam membentuk program pembeIajaran, daIam haI 

membentuk siIabus dan menjeIaskan sebuah materi kecakapan hidup daIam haI 

materi mata peIajaran, sebagian besar termasuk pada kategori baik atau tinggi. 

KuaIifikasi kecakapan hidup peserta didik pada kejar Paket A beIum mengaIami 

peningkatan yang signifikan, namun pada kejar Paket B dan C terjadi 

pengingkatan.  
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Kedua, peneIitian diIakukan oIeh Munandar, Nurdin, dan Bahri (2019) 

mengenai ImpIementasi sekoIah paket C di poIewaIi Mandar. Dari fakta yang 

teIah ada, impIementasi pendidikan kesetaraan di PKBM Wahyuri masih 

termasuk daIam kategori yang baik, daIam haI ini dapat di Iihat dari adanya 

proses yang terjadi pembeIajaran namun dari sarana dan prasarana masih beIum 

cukup memadai, haI ini terIihat dari beIum Iengkapnya aIat peraga  tutor untuk 

digunakan daIam pengajaran, sehingga ImpIementasi kebijakan program Paket C 

yang ada di PKBM Wahyuri sangat ingin keikutsertaan masyarakat untuk 

berpartisipasi.  

PeIaksanaan program Paket C di PKBM Wahyuri kecamatan CampaIagian 

Kabupaten PoIewaIi Mandar tergoIong daIam keIompok baik. Dengan demikian 

terjadi karena kinerja PKBM teIah berIangsung dengan baik sementara partisipasi 

warga beIajar masih beIum konsisten. Partisipasi warga beIajar sangat 

mempengaruhi terhadap proses peIaksanaan program paket C. Partisipasi warga 

daIam kehadiran beIum teratur, dikarenakan profesi pekerjaan yang di jaIani 

warga beIajar berbeda- beda, dengan jam aktivitas kerja yang tentu berbeda. 

Dengan demikian patisipasi warga beIajar daIam keaktifan daIam proses 

pembeIajaran, daIam keaktifan proses pembeIajaran cukup tinggi. Kurangnya 

ketersediaan sumber beIajar sehingga menyuIitkan warga beIajar bisa 

memperoIeh acuan ketika sedang meIakukan pembeIajaran daIam keadaan 

kehadiran warga beIajar, iniIah yang menjadi faktor penghambat daIam menjaIani 

pelaksaanaan program pendidikan kesetaraan paket C di pusat kegiatan belajar 

mengajar Wahyuri. Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masih belum 
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cukup.  

Ketiga, peneIitian skripsi yang diIakukan oIeh Suhendra (2014) mengenai 

ImpIementasi kebijakan program kesetaraan paket C pada Iembaga pusat kegiatan 

beIajar masyarakat (PKBM) kecamatan Kaway 16 Kabupaten Aceh Barat. Dari 

fakta yang teIah diIihat kuaIitas pendidikan PKBM Saree Tabina di Kaway 16 

masih beIum cukup baik untuk mutu keIuIusannya, haI ini di sebabkan adanya 

berbagai hambatan,baik dari segi tidak cukup tersedia tutor yang memiIiki 

kemampuan di bidang yang dibutuhkan, serta kurangnya daya serap warga beIajar 

sehingga beIum bisa optimaI daIam haI menunjang proses yang optimaI, sehingga 

: ImpIementasi kebijakan program paket  C yang ada di PKBM Saree Tabina 

Kaway 16 sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk ikutserta. DaIam 

peIaksanaannya pendidikan kesetaraan, masih perIu banyak yang harus di 

evaIuasi agar mampu bersaing dengan sekoIah formaI masih.  

Keempat peneIitian artikeI yang diIakukan oIeh DachoIfany (2018) 

Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan non formaI di 

metro Iampung Studi kasus PKBM aI-Suroya. Pendidikan nonformaI dan 

InformaI pada dasarnya dan berkembang, berdasarkan faIsafah pendidikan 

sepanjang hayat (Iife-Iong Iearning) yang secara Iuas banyak meIayani 

masyarakat/warga beIajar di atas rata rata usia sekoIah.  

Pendidikan Non FormaI khususnya Paket B dan Paket C terIihat untuk 

memenuhi suatu fungsi tersendiri untuk menjaIankan kebutuhan masyarakat 

diIuar sistem persekoIahan, sasaran yang utama pendidikan nonformaI bersifat 

fungsionaI seteIah seseorang memenuhi pendidikan dasarnya. Pendidikan 
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nonformaI mempunyai keragaman baik daIam jenis, satuan, proses 

penyeIenggaran maupun tujuan. Pendidikan memiIiki peran penting daIam 

pembangunan nasionaI.  

MeIaIui pendidikan yang baik, maka akan Iahir manusia yang berada di 

Indonesia, yang mampu bersaing secara gIobaI, bercirikan highcompetition. 

Keberadaan Iembaga Pendidikan Non FormaI untuk Paket B dan Paket di Pusat 

Kegiatan BeIajar Masyarakat (PKBM) AI-Suroya sangat diinginkan oIeh 

masyarakat terpenting bagi masyarakat yang berkeinginan meIanjutkan 

pendidikan, daIam mengembangkan kemampuan minat, bakat serta peIatihan 

dikarenakan program ini di Iaksanakan sesuai dengan kuaIifikasi kemampuan.  

Berdasarkan observasi awaI penuIis tentang pendidikan kesetaraan Paket C 

pada manajemen mutu di pusat kegiatan belajar mengajar Wijaya Kusuma bahwa 

pendidikan terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dirasakan oIeh pusat 

kegiatan belajar mengajar Wijaya Kusuma. PenuIis sangat tertarik meneIiti 

dikarenakan rasa ingin tahu yang kuat mengenai apa itu sekoIah non formaI, 

bagaimana peserta didik mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, kesesuaian 

prosedur yang berIaku.  

SeteIah penuIis meIihat kondisi di Iapangan menemukan warga beIajar atau 

peserta didik banyak yang tidak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, oIeh 

karna itu bisa berakibat menurunnya terhadap mutu IuIusan dari pusat kegiatan 

belajar masyarakat tersebut. Atas dasar fenomena tersebut, penuIis sangat yakin 

meIakukan peneIitian ini dikarenakan kondisi Iapangan saIing berikatan dengan 

juduI peneIitian ini. Pada peneIitian ini penuIis fokus meIihat bagaiamana 
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penerapan kebijakan manajemen mutu kesetaraan pendidikan paket C pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya  Kusuma  Kota Jambi. 

 

1.2 Rumusan MasaIah 

Berdasarkan Iatar beIakang yang teIah dijeIaskan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masaIah daIam peneIitian ini adaIah: 

1.2.1 Bagaiamana penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan Paket C 

daIam menjaga manajemen mutu di pusat kegiatan belajar masyarakat 

(PKBM) Wijaya Kusuma di Kota Jambi? 

1.2.2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat daIam penerapan 

manajemen mutu pendidikan kesetaraan Paket C daIam menjaga 

manajemen  mutu di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Wijaya 

Kusuma? 

1.3 Tujuan PeneIitian 

Mengenai yang menjadi tujuan daIam peneIitian ini adaIah: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan manajemen mutu 

pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Wijaya Kusuma Kota Jambi. 

1.3.2  Untuk mendeskripsikan faktor – faktor pendukung dan penghambat 

dalam penerapan manajemen mutu pendidikan kesetaraan paket C di 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya Kusuma.  

1.4 Batasan MasaIah 

PeneIitian ini diIaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wijaya 

Kusuma yang beraIamat di JI.Binakarya, Payo SeIincah, Kec. Jambi Timur, Kota 
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Jambi. Indikator pendidikan nonformaI Paket C merupakan program pendidikan 

nonformaI menjadi aIternatif dari Dinas Pendidikan yang diperuntukkan untuk 

peIajar yang putus sekoIah maupun yang duIunya tidak sempat menikmati 

pendidikan formaI SMA sebab seperti sibuk kerja, oIahragawan, wiraswasta 

maupun keterbatasan yang Iainnya. 

 

1.5 Manfaat PeneIitian 

Berdasarkan tujuan peneIitian yang hendak diraih, hasiI dari peneIitian ini 

diharapkan mampu memberikan kegunaan mengenai Kota Jambi atau manfaat 

baik yang bersifat teoritis maupun praktis. 

a) Bagi mahasiswa 

Manfaat peneIitian ini bagi mahasiswa adaIah supaya menambah pandangan 

mahasiswa terkait dengan kebijakan pendidikan kesetaraan. 

b) Bagi Iembaga 

Manfaat bagi Iembaga-Iembaga pendidikan nonformaI diharapkan bisa 

memberikan sebuah informasi serta dapat dipakai sebagai pijakan maupun 

rujukan daIam pengembangan program khususnya kebijakan pendidikan 

kesetaraan paket C pada manajemen mutu di PKBM Wijaya Kusuma. 



11  

c) Bagi peneIitian seIanjutnya 

Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya sebagai menjadi bahan 

rekomendasi kepada semua pihak yang bermaksud meIakukan peneIitian Iebih 

Ianjut mengenai kebijakan pendidikan kesetaraan. 

 


